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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA/Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON,  Wajo,  03  Juli  1988,  agama Islam, pendidikan terakhir  S1,

pekerjaan Wiraswasta, berdomisili  di  Kelurahan

Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 

melawan

TERMOHON,  Pa’bentengang,  26  April  1994,  agama  Islam,  pendidikan

terakhir  SMA,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

dahulu  berdomisili  di  Kelurahan  Tanjung

Sengkuang,  Kecamatan  Batu  Ampar,  Kota

Batam  hingga  sampai  saat  ini  sudah  tidak

diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah

Kesatuan Negara Republik Indonesia, 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

  DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari

Ahad,  tanggal  07  September  2014, dan  tercatat  pada  PPN  KUA

Kecamatan  Turatea,  Kabupaten  Jeneponto,  sesuai  dengan  Kutipan

Akta Nikah Nomor: 0182/005/IX/2014, tanggal 23 September 2020;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. 150/Pdt.G/2021/PA.Mks. 
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir  tinggal

bersama  di  Kelurahan  Mappala,  Kecamatan  Rappocini,  Kota

Makassar;

3. Bahwa  kini  usia  perkawinan  Pemohon  dengan  Termohon  telah

mencapai  6  Tahun  2  Bulan,  pernah  rukun  sebagaimana  layaknya

pasangan  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  1  orang  anak  bernama

ANAK, umur 6 Tahun;

4. Bahwa sejak Mei 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi  oleh  karena  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa  dahulu  termohon  berdomisili  Jalan  Tamalate  Tanjung

Sengkuang, No. 19, , Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu

Ampar, Kota Batam dan kini sudah tidak diketahui lagi keberaddannya

hingga sekarang berdasarkan surat keterangan No. 314/15/KM/I/2021

tanggal 11 Januari 2021.

6. Bahwa  adapun  latar  belakang  dan  penyebab  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon menjual barang-barang tanpa seizin Pemohon;

- Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon;

- Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

- Termohon sering meninggalkan rumah berbulan-bulan tanpa

seizin Pemohon;

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan

rumah kediaman bersama sejak Januari 2017 sampai sekarang. 

8 . Bahwa  perceraian  sudah  merupakan  alternatif  satu-satunya  yang

terbaik bagi  Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang

tidak  sesuai   dengan  tujuan  perkawinan  sehingga  Pemohon dapat

diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Berdasarkan  alasan-alasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka

Pemohon mengajukan  permohonan kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Makassar  dengan  perantaraan  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan
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mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang

amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberi  izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan

talak satu raj’i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan

Pengadilan Agama Makassar.

3. Membebankan  biaya  perkara  menurut  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku.

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain,  mohon  agar  perkara  ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Pemohon

datang mengahadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

tanpa  alasan  yang  dapat  dibenarkan  menurut  hukum,  meskipun  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sesuai  Relas  Panggilan  Nomor

684/Pdt.G/2021/PA.Mks,  tanggal  15  Januari  2021,  dan  tanggal  17

Februari  2021,  maka  pemeriksaan  perkara  ini  dilaksanakan  tanpa

hadirnya Termohon;

 Bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha menasehati  Pemohon agar

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  kemudian

dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  ternyata  isinya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

  Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  tidak

menanggapinya karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

 Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini

khusus perceraian, sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti:

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1.  Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  Kantor  Urusan Agama Kecamatan

Turatea, Kabupaten Jeneponto, Nomor: 0182/005/IX/2014, tanggal 23

September  2020,  yang telah  dicocokkan dengan aslinya  dan sesuai

dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P.;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. 150/Pdt.G/2021/PA.Mks. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  sehubungan  dengan  bukti-bukti  surat  tersebut,  Pemohon

menyatakan telah cukup;

Bahwa   Pemohon  juga  mengajukan  saksi-saksi  di  persidangan,

yaitu:

1. SAKSI  ,  umur  55  tahun,  agama  Islam,  yang  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah  ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi  mengetahui  Pemohon dan  Termohon  adalah

suami istri menikah pada tahun  2014;

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal

bersama  di  Kelurahan  Mappala,  Kecamatan  Rappocini,  Kota

Makassar;

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa kini  usia  perkawinan  Pemohon dengan  Termohon  telah

mencapai  6  tahun  lebih,  pernah  rukun  sebagaimana  layaknya

pasangan suami  istri  dan dikaruniai  1  (satu)  orang anak,  yang

bernama ANAK (usia 6 tahun);

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sejak Mei 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi  oleh  karena  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran;

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi  mengetahui  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut, adalah  Termohon menjual barang-barang

tanpa  seizin  Pemohon,Termohon  tidak  mau  hidup  mandiri

bersama Pemohon,Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

----------------------------------------------------------------------------------------

Termohon  sering  meninggalkan  rumah  berbulan-bulan  tanpa

seizin Pemohon;
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----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan

rumah kediaman bersama sejak Januari  2017 sampai sekarang

berlangsung 4 tahun 4 bulan;

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya

yang jelas;

- Bahwa  saksi  sudah  menasehati  Pemohon  untuk  tidak

bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Pemohon

dengan Termohon;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan BUMN, yang telah

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah adik Pemohon;

- Bahwa saksi  mengetahui  Pemohon dan  Termohon  adalah

suami istri menikah pada tahun  2014;

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal

bersama  di  Kelurahan  Mappala,  Kecamatan  Rappocini,  Kota

Makassar;

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa kini  usia  perkawinan  Pemohon dengan  Termohon  telah

mencapai  6  tahun  lebih,  pernah  rukun  sebagaimana  layaknya

pasangan suami  istri  dan dikaruniai  1  (satu)  orang anak,  yang

bernama ANAK (usia 6 tahun);

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sejak Mei 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi  oleh  karena  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran;
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----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi  mengetahui  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut, adalah  Termohon menjual barang-barang

tanpa  seizin  Pemohon,Termohon  tidak  mau  hidup  mandiri

bersama Pemohon,Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

----------------------------------------------------------------------------------------

Termohon  sering  meninggalkan  rumah  berbulan-bulan  tanpa

seizin Pemohon;

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan

rumah kediaman bersama sejak Januari  2017 sampai sekarang

berlangsung 4 tahun  bulan;

----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya

yang jelas;

- Bahwa  saksi  sudah  menasehati  Pemohon  untuk  tidak

bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Pemohon

dengan Termohon;

Bahwa  akhirnya  Pemohon  menyatakan  telah  cukup  dengan

keterangan dan bukti-bukti yang diajukan,  selanjutnya mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  cukup  ditunjuk

berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Termohon  meskipun  telah

dipanggil  secara  patut  dan  resmi,  melalui  Radiogram pada  tanggal  15

Januari 2021 dan tanggal 17 Februari 2021 tidak datang menghadap, dan

tidak  ternyata  bahwa  ketidak  hadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harus
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dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan

tanpa  hadirnya  Termohon,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  27  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  secara

maksimal  mendamaikan lewat penasehatan kepada Pemohon di  depan

persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga

dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang  bahwa  berdasarkan  PERMA Nomor  1  Tahun  2014

tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun

karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  muka  sidang  dan  tidak  pula

mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  sehingga  Majelis

Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, majelis menilai

yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan  terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya Termohon

menjual barang-barang tanpa seizin Pemohon,Termohon tidak mau hidup

mandiri bersama Pemohon,Termohon telah menikah dengan laki-laki lain

Termohon  sering  meninggalkan  rumah  berbulan-bulan  tanpa  seizin

Pemohon  dan  Termohon  telah  meninggalkan  Pemohon  sejak  Januari

2017 sampai sekarang berlangsung 3 tahun 4 bulan;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk

diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat  bukti  surat P dan 2 (dua) orang saksi

yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti  P. (Fotokopi  Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai  cukup dan cocok dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  perkawinan Pemohon
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dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 September  2014 di

Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneoponto, dan dibuat oleh pejabat yang

berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di

Pengadilan  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal dan

materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. Dengan

demikian  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  antara  Pemohon  dan

Termohon  adalah  suami-istri  yang  sah,  dan  kedua  belah  pihak  adalah

pihak yang berkompeten dalam perkara ini. 

Menimbang,  bahwa meskipun Termohon tidak hadir,  oleh karena

perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan

tidak  mengenal  adanya  kesepakatan  perceraian  serta  alasan-alasan

perceraian  adalah  bersifat  imperatif  maka  kepada  Pemohon  dibebani

pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi-saksi  Pemohon mengenai

keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  didamaikan  Termohon  dan

keluarga  Termohon  menjual  barang-barang  tanpa  seizin  Pemohon,

Termohon  tidak  mau hidup  mandiri  bersama Pemohon,Termohon  telah

menikah dengan laki-laki lain sertaTermohon sering meninggalkan rumah

berbulan-bulan tanpa seizin Pemohon serta Termohon telah meninggalkan

tempat kediaman bersama sejak Januari 2017 hingga sekarang, terhitung

4 tahun 3 bulan, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta

substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,

oleh  karenanya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  308  R.Bg.,  keterangan

saksi-saksi  tersebut  memenuhi  syarat  materiil  sehingga  dapat  diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran

tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 4

tahun 3 bulan,  ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah,
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serta  sudah  tidak  berhubungan/tidak  rukun  lagi  sebagaimana  layaknya

suami istri, di mana Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan

yang  sah,  sehingga  hal  ini  telah  memenuhi  alasan  perceraian

sebagaimana  ketentuan  Pasal  19  huruf  b  dan  f  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak

berhasil  menasehati  Pemohon  agar  tidak  bercerai  dengan  Termohon,

ternyata  Pemohon  menyatakan  tetap  pada  permohonannya,  dengan

demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan

Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974  disebutkan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mewujudkan

kehidupan  rumah  tangga  (keluarga)  bahagia,  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

disebutkan  bahwa  tujuan  perkawinan  untuk  mewujudkan  kehidupan

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  sebagaimana

dikehendaki oleh Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sebagaimana  tersebut,  maka

tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan

bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah

dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak

dari  Pemohon  untuk  melanjutkan  perkawinannya,  dengan  demikian

penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak

adalah perceraian;

Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  menurut  ajaran  Islam

perceraian  merupakan  perbuatan  yang  dibenci  namun  begitu  dalam

keadaan suami  istri  sudah tidak  saling  mencintai  lagi  dan yang terjadi

hanya  sikap  permusuhan  dan  saling  membenci  sebagaimana  yang

dialami  oleh  Pemohon  dan  Termohon  tersebut,  maka  perceraian

diperbolehkan, hal  demikian sesuai  dengan maksud firman Allah dalam

suat Al Baqarah ayat 227;
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Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka 

sesungguhnya   Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan

talak  kepada  Termohon,  sedangkan  alasan  untuk  itu  telah  ada,  maka

Majelis  Hakim dapat  membenarkannya  karena  talak  adalah  hak  suami

sebagaimana  hadits  Rasul  yang  diriwayatkan  oleh  Al-Baihaqi  sebagai

berikut;

بالنساء    والعدة بالرجال الطلق

Artinya:  Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak

perempuan (istri);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli

hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih

sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

بالبينة          إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau

tidak  diketahui  tempat  kediamannya,  maka  perkaranya  boleh

diputuskan dengan didasarkan pada bikti-bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,

permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti

serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Jo.Pasal 19 huruf b dan (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116  huruf  b  dan  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  lagi  pula  ternyata

permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak

hadir,  oleh  karena  itu  berdasarkan  Pasal  147  R.Bg.  permohonan

Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

             Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk

dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan

kepada Pemohon;
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            Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak

Satu  Raj’i terhadap  Termohon,  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Makassar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah  Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

             Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra.

Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi,M.H., dan Drs. M.

Yunus  Hakim,M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  Putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Hj. Hasniah,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Permohon tanpa hadirnya Termohon. 

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus Hakim,M.H.
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Panitera Pengganti,

 Hj. Hasniah,S.H.

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp  30.000,00 
2. Proses Rp  50.000,00 
3. Panggilan Rp 400.000,00 
4. PNPB Rp   20.000,00

5. Redaksi Rp   10.000,00 
6. Meterai Rp   10.000,00 

Jumlah Rp520.000,00
                                                           (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 11 hlm. Put. 150/Pdt.G/2021/PA.Mks. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


